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Abstract
This article works through about how Old Public Administration's trip, New Public Management, and New Public Service to become world class Public Management. The ideas of this concept then were criticized by NPM, and the NPM were counter-criticized by NPS. Besides, this article will also works through several explanations about the comparation among OPA, NPM, and NPS which were made Indonesian perspective base to become world class Public Management.
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A.
Pendahuluan
Dalam Paradigma OPA, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik. Berdasarkan pendapat tersebut Negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk memperaktekkan spoil system dan nepotisme. Karenanya ia mengeluarkan doktri untuk melakukan pemisahan antara dunia politik (legislatif) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Sosok birokrasi yang ditawarkan oleh Wilson ini sejalan dengan jiwa atau semangat bisnis. Wilson menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis sehingga mereka harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbanga keanggotaan atau kedudukan dalam suatu partai politik. Ajakan Wilson untuk meniru dunia bisnis ini membawa suatu implikasi penting dalam pemerintahan yaitu bahwa prinsip dalam dunia bisnis yang diprakarsai oleh Taylor pantas untuk diperhatikan yaitu menggeser metode rule of thumb. Tenaga kerja harus diseleksi, dilatih dan dikembangkan secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan sesuai prinsip-prinsip ilmiah. Dunia telah mengakui kebesaran Taylor dalam membangun prinsip manajemen yang professional.
Konsep paradigm New Public Mangement (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM yang juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di Negara-negara maju di Eropa, akan tetapi pada perkembangannya konsep NPM telah menjadi suatu gerakan global, sehingga Negara-negara berkembang juga terkena pengaruh penyebaran global konsep ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah konsep NPM cocok untuk Negara berkembang? Lebih spesifik lagi cocok untuk organisasi publik di Indonesia.
Konsep New Public Service (NPS) mulai dikenal melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart yang mengemukakan bahwa administrasi publik tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis. Menjalankan pemerintahan sama dengan menggerakkan tatanan demokrasi. Perdebatan tentang acuan nilai administrasi negara atau administrasi publik – apakah berorientasi pada nilai-nilai ekonomi (efisien dan efektif) ataukah nilai-nilai politik (keadilan, demokrasi, penghargaan HAM, dan sebagainya) telah menjadi isu klasik dalam studi administrasi publik. Perdebatan ini telah dimulai sejak awal lahirnya ilmu administrasi publik yang dibidani oleh lahirnya tulisan Woodrow Wilson pada tahun 1887 dengan judul “The Study of Administration”.
Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mereformasi birokrasi-nya (administrasi publik) sudah sepantasnya mengambil pelajaran dari ketiga paradigm tersebut. Oleh karena itu, bagaimana penerapan OPA, NPM, dan NPS menuju manajemen publik kelas dunia yang dicita-citakan Indonesia?
B.
Perkembangan Paradigma

Paradigma OPA dikritik oleh paradigm NPM. Secara konseptual OPA berbeda dengan NPM. Namun sebelumnya bisa diawali tinjauan tentang perkembangan paradigm administrasi publik.
Henry (2004:30-50) mengemukakan paradigma administrasi publik sebagai berikut:

1) Paradigma pertama (1900-1926) dikotomi politik dan administrasi. Tokoh dari paradigma tersebut adalah J.Goodnow dan Leonard D.White. Paradigma ini hanya ditekankan aspek locus saja yaitu government bureaucracy, tetapi focus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci. 

2) Paradigma kedua (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi focus administrasi publik. Prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting) yang bersifat universal.

3) Paradigma ketiga (1950-1970) disebut paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Tokoh terkenal pada paradigma ini adalah Morstein-Marx yang mengatakan bahwa pemisahan politik dan administrasi sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Kemudian Herbert Simon menilai bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak berlaku universal, tetapi administrasi negara adalah berlaku universal dimana saja. Locus-nya adalah birokrasi pemerintahan sebagai penekanan pada paradigma ini.

4) Paradigma keempat (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah popular sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya menjadi focus pada paradigma ini.

5) Paradigma kelima (1970-sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma tersebut telah memiliki focus dan locus yang jelas. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Selain pendapat Nicholas Henry, juga terdapat pendapat Gerald E. Caiden (1982) dalam Keban (2008:33) yang memerinci ada beberapa aliran dalam administrasi publik yaitu aliran proses administrasi, aliran empiris, aliran perilaku manusia, aliran analisis birokrasi, aliran sistem sosial, aliran pengambilan keputusan, aliran matematik, dan aliran integratif. Semua aliran tersebut dilaksanakan dalam praktik administrasi publik. Meskpun aliran tersebut oleh Caiden hanya terbagi dua secara garis besarnya yaitu aliran proses administrasi dan aliran holistik.

Donald F. Kettl (1993) dalam Keban (2008:34) juga mengungkapkan paradigma administrasi publik dalam bentuk empat tahapan pengembangan yaitu tahap sentralitas administrasi (1887-1915), tahap manajemen ilmiah (1915-1940), tahap uji diri yang kritis (1940-1969), dan tahap terjadinya faktor-faktor sentrifugal (1969-sekarang).

Secara ringkas, Denhardt dan Denhardt menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut:

1) Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi badan resmi pemerintah.

2) Kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan publik yang berfokus pada satu cara terbaik (on a single) kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik.

3)  Administrasi publik memainkan peranan yang terbatas dalam proses perumusan kebijakan publik dan pemerintahan; mereka hanya bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan publik.

4) Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat publik (elected officials) dan dengan diskresi terbatas.

5) Administrator bertanggungjawab kepada pimpinan pejabat politik (elected political leaders) yang telah terpilih secara demokratis.

6) Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hirarkis dengan control yang ketat oleh pimpinan organisasi.

7) Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.

8) Organisasi publik melaksanakan system tertutup sehingga keterlibatan warga negara dibatasi.

9) Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, coordinating, reprting, dan budgeting.
Penerapan paradigma NPM sangat sukses di Amerika Serikat (AS), Inggris dan Selandia Baru sehingga menyebar ke negara- negara lain.

Paradigma-paradigma tersebut hanya sampai akhir tahun 1960-an atau permulaan 1970-an. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 1983 terdapat paradigma baru yang muncul untuk merevisi POSDCORB yang disampaikan oleh G.D.Garson dan E.S.Overman dalam suatu bentuk akronim juga yang disebutnya sebagai PAFHRIER, singkatan dari Policy Analiysis, Finacial, Human Resources, Information, dan External Relations. Paradigma ini kemudian menjadi pusat perhatian manajemen publik (Garson & Overmann, 1991).

Kurang lebih sepuluh tahun kemudian terjadi pergeseran paradigma, yang dikenal dengan nama post-bureaucratic paradigm oleh Barzelay (1992) dalam Keban (2008:35) yang berbeda dengan paradigma birokratik yang banyak dikritik orang. Paradigma ini menekankan pada hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk, dan keterikatan terhadap norma. Paradigma ini juga menekankan pada misi, pelayanan dan hasil akhir. Juga memperhatikan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan. Terakhir paradigma ini menekankan pada pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balik.

Pada saat yang bersamaan di Amerika Serikat muncul paradigma yang sangat terkenal disebut Reinventing Government yang disampaikan oleh D.Osborne dan T.Gaebler yang kemudian dioperasionalisasikan oleh Osborne & Plastrik (2000:322-324) mengenai prinsip pemerintahan wirausaha. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas: (1) pemerintahan katalis, pemerintahan yang mengarahkan bukan mengayuh (2) pemerintahan yang menjadi milik masyarakat, pemerintahan yang memberdayakan bukan melayani (3) pemerintahan kompetitif, pemerintahan yang menginjeksikan semangat kompetisi dalam pelayanan publik(4) pemerintahan berorientasi misi, pemerintahan yang mampu merubah orientasi dari pemerintahan yang digerakkan oleh aturan (5) pemerintahan berorientasi pada hasil, pemerintahan yang membiayai hasil bukan input (6) pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi (7) pemerintahan wirausaha, pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan (8) pemerintahan yang antisipatif, pemerintahan yang berorientasi pencegahan bukan penyembuhan (9) pemerintahan desentralisasi, meruba pemerintahan yang digerakkan oleh hirarki menjadi pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim (10) pemerintahan berorientasi pada pasar, pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar.
Prinsip paradigma ini di Inggris dikenal sebagai New Public Management (NPM) yang dipopulerkan oleh Hood yang dikutip oleh Eran Vigoda (2003) dalam Keban (2008:36) yang mengungkapkan bahwa ada tujuh komponen doktrin dalam paradigma ini, yaitu: (1) pemanfaatan manajemen professional dalam sektor publik, (2) penggunaan indikator kinerja, (3) penekanan yang lebih besar pada pendekatan kontrol output, (4) pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil, (5) pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi, (6) penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, dan (7) penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Perlu penekanan disini bahwa paradigma New Public Management (NPM) dan Reinventing Government muncul akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Kurang lebih sepuluh tahun kemudian, sekitar tahun 2003 muncul paradigma baru oleh Denhardt and Denhardt (2006:444) yang menawarkan suatu model pelayanan yang disebutnya dengan model pelayanan publik baru (the new public services). Model ini berpijak pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga negara. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara keseluruhan dengan penekanan pada kepentingan masyarakat. 

Administrasi publik pada paradigma ini tidak terlepas dari pelayanan publik baru yang juga lebih banyak dipengaruhi oleh Denhardt dan Denhardt, (2006:42-43) yang terkenal dengan prinsip-prinsip pokok dalam pelayanan publik New Public Service adalah sebagai berikut:

a. Serve citizens, Not customers: The public interest is the result of a dialogue about shared values that the agreation of individual self interest. therefore, public servants do not merely respond to the demands of “customers”, but rather focus on building relationships of trust and collaborations with and among citizens.

b. Seek the public interest: Public administrators must contribute to building a collective, shared nation of the public interest. The goal is not to find quick solutions driven by individual choices. Rather, it is the creation of shared interests and shared responsibility.

c. Value citizens over Entrepreneurship: The public interest is better advance by public servants and citizens committed to making meaningful contributions to society than by entrepreneurial manager acting as if public money were their own.

d. Think strategically, Act Democratically: Policies and programs meeting public needs can be most effectively and responsibly achieved through collective efforts and collaborative process.

e. Recognize that Accountability Is Not Simple: Public servants should be attentive to more than the market; they should also attend to statutory and constitutional law, community values, political norms, professional standards, and citizens interests.

f. Serve Rather Than Steer: It is increasingly important for public servants to use shared, valued-based leadership in helping citizens articulate and meet their shared interest rather than attempting to control or steer society in new directions.

g. Value People, Not Just Productivity: Public organizations and the networks in which they participate are more likely to be successful in the long run if they are operated through process of collaboration and shared leadership based on respect for all people.   

Kemudian, G.Shabbir Cheema (2007) dalam Keban (2008:37-38) mengungkapkan empat fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Traditional public administration, yang berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidakberpihakan, standardisasi, legal-rational, otoritas, dan profesionalitas;

2. Public Management, yang memuasatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk pemakaian sumberdaya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih sensitive terhadap perkembangan publik;

3. New Public Management, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil, out-sourcing, dan contracting out, serta promosi etika profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja;

4. Governance, yaitu suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Tabel 1. Differensiasi OPA, NPM, dan NPS

	Aspek
	Old Public Management
	New Public Management
	New Public Service

	Dasar Teoritis dan fondasi epistemologi

	Teori Politik
	Teori Ekonomi
	Teori Demokrasi

	Rasionalitas dan model perilaku manusia
	Rasionalitas Synoptic (administrative man)
	Teknis dan Rasionalitas ekonomi (economic man)
	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)


	Konsep kepentingan publik
	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum

	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu
	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai

	Responsivitas Birokrasi Publik

	Clients dan Consitituent
	Customer
	Citizen’s

	Peran Pemerintah

	Rowing
	Steering
	Serving

	Pencapaian tujuan
	Badan pemerintah
	Organisasi Privat dan Non provit
	Koalisi antar organisasi publik, non provit dan privat


	Akuntabilitas
	Hirarki administratif dengan jenjang yang tegas
	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)
	Multiaspek: akuntabilita hokum, nilai-nilai komunitas, norma politik, standar professional


	Diskresi Administrasi
	Diskresi terbatas
	Diskresi diberikan secara luas
	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab


	Struktur Organisasi
	Birokratik yang ditandai dengan otoritas Top-down
	Desentralisasi organisasi dengan control utama berada pada para agen
	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal


	Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator
	Gaji dan keuntungan, proteksi
	Semangat entrepreneur
	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat


Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29)
Akhirnya, pada dewasa ini Governance mendapat perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan United Nations Development Program (UNDP) dengan menggunakan istilah Good Governance. Oleh Rondinelli (2007:9) terdiri dari: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision.
Kemudian dikembangkan oleh Badan Perencenaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjadi (1) wawasan ke depan, (2) keterbukaan dan transparansi, (3) partisipasi penekanan masyarakat, (4) tanggung gugat, (5) supremasi hukum, (6) demokrasi, (7) profesionalisme dan kompetensi, (8) daya tanggap, (9) penekanan pada efisiensi dan efektifitas, (10) desentralisasi, (11) kemitraan, (12) komitmen pada pengurangan kesenjangan, (13) komitmen pada perlindungan lingkungan hidup, dan (14) komitmen pada pasar yang fair. 

Dengan demikian Good governance dilandasi oleh prinsip demokrasi. Menurut Budiardjo (2008:105), demokrasi berasal dari kata Yunani yakni demos (rakyat) dan kratos atau kratien (kekuasaan). Jadi demokrasi adalah rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Gagasan demokrasi berawal di negara kota (city-state) di Yunani Kuno, pada abad 6-3 sebelum masehi, berupa demokrasi langsung (direct democracy), dimana keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan suara mayoritas. Luas wilayah city-state terbatas dan jumlah penduduk 300.000 jiwa. Ketentuan demokrasi berlaku untuk warga negara asli, tidak berlaku untuk budak dan pendatang.
Bagi Farazmand (2004), (good) governance merupakan solusi untuk mengatasi problema yang belum teratasi dan yang ditimbulkan oleh Old Public Administration (OPA) (Farazmand menyebutnya dengan traditional forms of government). Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa governance memiliki dua bentuk, yakni entrepreneurial models of government (NPM) dan social and political governance (NPS).New Public Management (NPM) merupakan governance yang melibatkan utamanya sektor swasta dengan cara-cara bisnis yang diterapkan di sektor administrasi publik. Sehingga tidak mengherankan bila Frederickson (1997) mengungkapkan prinsip-prinsip reinventing government dari Osborne & Gaebler sebagai governance dan menyebut OPA sebagai bureaucracy. Sementara itu, New Public Service (NPS) juga merupakan governance yang melibatkan utamanya kekuatan masyarakat sebagai warga negara dengan dominasi cara-cara politik dan demokrasi yang diterapkan di sektor administrasi publik. Jika Denhardt & Denhardt (2003) menyajikan tiga perspektif yakni OPA, NPM, dan NPS maka dalam hal ini,  Bovaird & Loffler (2003) menyajikan ciri-ciri pendekatan yang serupa yakni Public Administration bagi OPA, Public Management bagi NPM dan Public Governance yang mendekati karakteristik NPS.

Di antara 3 jenis perspektif tersebut ada beberapa persamaan namun ada perbedaan substantif yang penting disimak. Denhardt & Denhardt (2003) menyebutkan bahwa OPA telah digantikan oleh NPM, dan untuk selanjutnya NPM harus digantikan oleh NPS karena tidak ada titik temu diantara keduanya. Berbeda dengan hal ini adalah Bovaird & Loffler (2003) yang menyebutkan bahwa perspektif public management dan public governance dapat dipertemukan dalam hal-hal tertentu dan tidak mesti saling meniadakan. Pandangan yang lebih maju lagi justeru muncul dari Farazmand (2004) yang memandang bahwa kini public administration sudah masuk dalam ranah governance dan dalam konteks tersebut dapat menggabung baik pendekatan NPM maupun NPS sekaligus bahkan dengan menambahkan aktor internasional dan menyarankan adanya inovasi dalam administrasi dan kebijakan publik guna menghasilkan administrasi publik yang kokoh (sound) tidak lagi sekedar baik (good). 
Dengan menilik pada 3 beberapa pendekatan mutakhir administrasi publik di atas, tampak dengan jelas bahwa kecenderungan yang ada adalah menguatnya polycentrism dan melemahnya mekanisme state dan institusi pemerintah. Dalam sejarah tentu hal ini bukanlah hal baru. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, Wealth of Nations, bahwa “pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidak-adilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti.” Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Akan ada equilibrium yang merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran sehingga setiap pihak akan mencapai kepuasan maksimum.

Perkembangan selanjutnya terjadi setelah pandangan tradisional tersebut diwarnai oleh fenomena kegagalan pasar yang justeru menciptakan gagalnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Peran pemerintah lalu diperkuat sebagaimana diungkap oleh Musgrave & Musgrave (1991) bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public goods, atau dengan mengalokasi seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai private maupun public goods, dan menentukan komposisi dari public goods. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini. Selanjutnya, fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Lalu, fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.
Kuatnya peran pemerintah tersebut kemudian diikuti dengan bayang-bayang state-failure.Persoalan timbul karena pada dasarnya pemerintah juga tidak sempurna. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien, merata dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor (Starling, 1998). Pertama, karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya insentif untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Karena sedikitnya indikator langsung kinerja, maka organisasi sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontraproduktif, seperti peningkatan anggaran, kemajuan anggaran, dan kendali informasi. Tindakan pemerintah juga dapat memicu negative externalities atau efek sampingan yang tak dikehendaki. Dalam situasi seperti ini muncul gagasan privatisasi di Inggris pada akhir 1970an (NPM ala Inggris), kemudian reinventing government di Amerika Serikat pada awal 1990an (NPM ala AS), dan kemudian democratic governance (NPS). 

Pada saat puncak kejayaan governance (dan ini berarti lemahnya peran negara) inilah muncul tulisan Francis Fukuyama yang berjudul The End of History (1995) yang menjelaskan peradaban telah dimenangkan oleh demokrasi liberal dan ekonomi pasar yang berarti berpihak pada posisi polycentrism dan melemahkan negara. Pandangan ini tentu merupakan cara berpikir khas kaum liberal. Namun tak lama berselang, Fukuyama juga kembali menelorkan buku yang lebih provokatif lagi yakni State Building: Governance and World Order in the Twenty-first Centuryyang terbit pada tahun 2004. Gagasan pemikiran baru tersebut justeru berupaya mendorong memperkuat peran negara dan bukannya melemahkannya, terutama bagi negara-negara miskin dan sedang berkembang. Tragedi WTC pada tanggal 11 september 2001 telah mengubah cara berpikirnya bahwa poliycentrism tidak selalu tepat digunakan di semua negara. Lemahnya peran negara pada negara miskin dan sedang berkembang diikuti sejumlah problem besar seperti kemiskinan, ketimpangan, kejahatan (termasuk perdagangan narkoba), AIDS, dan terorisme. Karena globalisasi maka problema tersebut menyebabkan tidak dapat dilokalisasi dalam batas negara yang bersangkutan tetapi juga akan menyebar pada seluruh negara termasuk pada negara-negara maju. Oleh karena itu, ide penguatan negara dengan instrumen pemerintah diperlukan dan dianggap sesuai bagi negara-negara miskin dan sedang berkembang. Tujuannya adalah memecahkan masalah-masalah besar negara sekaligus memajukan kesejahteraan dan peradaban bangsa tersebut. 

Lemahnya peran negara (atau kuatnya mekanisme pasar) seringkali diikuti pula dengan kegagalan pasar (lihat pula Grandori, 2009). Kelemahan mekanisme pasar terletak dalam memberikan layanan publik yang efisien, adil, serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menuntut untuk dipenuhi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar tersebut antara lain: adanya natural monopoly atas hal-hal tertentu sehingga harga tidak ditentukan oleh titik temu antara kekuatan permintaan dan penawaran; adanya asymmetric information yang mengganggu kompetisi pasar; dan adanya externality sehingga pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna. Selain itu, faktor lainnya yang mengganggu mekanisme pasar adalah kegagalan pasar bebas untuk menyediakan public goods secara memadai karena kesulitan untuk memisahkan pihak yang membayar dengan pihak yang tidak membayar meski menikmati layanan yang sama. Kondisi tersebut memicu kesulitan pihak yang menawarkan pelayanan untuk memecahkan free rider problem (Starling, 1998). Dalam kondisi seperti inilah mengapa governance (yang melemahkan peran negara) yang tidak diikuti dengan kemampuan menangani kegagalan pasar justeru akan memunculkan banyak masalah besar bagi negara sedang berkembang. 

Untuk memperkuat kembali peran negara tampaknya perlu diidentifikasi tipologi ketidak-berdayaan negara. Weiss (1998) menyebutkan ada tiga jenis ketakberdayaan tersebut, yakni pertama adalah hilangnya otonomi nasional, kedua adalah ketidak-berdayaan pemerintah dalam menghadapi modal transnasional, serta yang ketiga adalah kelemahan negara dalam menjalankan prinsip-prinsip organisasi modern. Suatu negara bisa saja mengidap salah satu atau lebih dari satu di antara tiga persoalan tersebut. Semakin banyak gejala yang diidap maka semakin parah pula kelemahan negara tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perlunya penanganan serius dan pemikiran konstruktif di masa depan tentang peran negara dan bagaimana administrasi publik memainkan fungsinya. Penguatan peran negara menimbulkan banyak pula perdebatan ketika para ahli dihadapkan pada pendekatan grand theoryyang dipilih, yakni apakah tetap pada koridor society centered atau kembali pada state centered. Penguatan negara yang dipilih oleh Weiss (1998), Farazmand (2004), dan Fukuyama (2005) tampaknya tetap berkutat pada koridor society centered yang tidak bermaksud menghilangkan dan mengambil alih mekanisme pasar dan altruisme. Mereka justeru lebih menyarankan peran kuat negara (strong state) untuk mengendalikan mekanisme pasar dan altruisme. 

Bagi Weiss (1998) penguatan negara berarti memperkuat kapasitas negara dalam  perluasan negara kesejahteraan atau administrasi pembangunan maupun penguatan kapasitas keduanya. Umumnya, pilihan penguatan yang pertama dilakukan untuk negara-negara maju sementara yang kedua untuk negara sedang berkembang. Sebenarnya Weiss menyadari bahwa kapasitas berarti kemampuan negara untuk mencapai tujuan-tujuannyadengan cara apa saja, namun ia memilih mendefinisikan kapasitas negara sebagai kemampuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan untuk menggunakan strategi adaptasi domestik yang mampu meningkatkan atau mentransformasi ekonomi industri. Empat pendekatan kapasitas kemudian disajikan oleh Weiss, yakni pendekatan social bargaining, coercion, policy instruments, danembedded autonomy. Dalam pandangan yang lebih liberal, Weiss justru menawarkan pendekatan ke lima yaitu governed interdependence. Pendekatan Weiss ini tampaknya bertumpu pada kapasitas negara untuk memperluas negara kesejahteraan bagi negara-negara maju ketimbang pada administrasi pembangunan. Untuk negara sedang berkembang, penguatan kapasitas diartikan sebagai pembangunan administrasi (development of administration) yang memiliki dua pendekatan utama yakni reformasi administrasi dan pembangunan kelembagaan (institution building).

Selanjutnya bagi Farazmand (2004), penguatan negara bertumpu pada penguatan  kapasitas kepemerintahan. Kapasitas tersebut diwujudkan dalam bentuk inovasi yang merupakan kunci bagi terciptanya sound governance (kepemerintahan yang kokoh). Inovasi dalam kebijakan dan administrasi merupakan faktor kunci bagi negara. Tanpanya, kepemerintahan terjerembab pada inefektivitas, kehilangan kapasitas untuk memerintah, dan menjadi sasaran kritik dan kegagalan. Inovasi kebijakan dan administrasi dituntut untuk mencakup tiga hal, yakni: proses administrasi, struktur organisasi, dan sistem nilai. Inovasi dibutuhkan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal pemerintahan dan penyesuaian (adjustment) bagi perubahan lingkungan internal. Farazmand dengan tegas mengungkapkan bahwa capacity building bagi negara adalah kapasitas untuk berinovasi dalam kebijakan dan administrasi. Tanpa pengembangan kapasitas ini maka mustahil akan diperoleh pemerintahan yang kokoh. 

Sementara itu bagi Fukuyama (2005), perihal memperkuat atau memperlemah negara pada dasarnya merupakan perihal fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Fungsi tersebut bersifat kontinum yang berentang dari fungsi minimal, fungsi menengah, dan Fungsi Aktivis. Dalam fungsi minimal, peran pemerintah adalah untuk menyediakan kebutuhan publik yang meliputi pertahanan, hukum, ketertiban, hak milik pribadi, manajemen makroekonomi, dan kesehatan masyarakat. Peran pemerintah berikutnya dalam fungsi minimal ini adalah meningkatkan keadilan dengan melindungi kaum miskin. Dalam fungsi menengah, peran pemerintah lebih kuat lagi dengan juga menambahkan peran dalam penanganan terhadap persoalan externalitas (misalnya dalam bidang pendidikan dan lingkungan), mengatur monopoli, dan memperbaiki kualitas pendidikan (dengan menyediakan asuransi, jaminan sosial, dan regulasi keuangan). Dalam fungsi aktivis, peran pemerintah semakin kuat dengan menambahkan peran intervensi terhadap kebijakan industri, dan melakukan redistribusi kekayaan.  Dengan mempertimbangkan kontinum tiga fungsi ini, Fukuyama menganjurkan penguatan negara dengan menerapkan fungsi aktivis sehingga berbagai kelemahan mekanisme lain tetap dikontrol oleh pemerintah dan menutup lubang kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi baik oleh mekanisme pasar dan altruisme. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tetap akan terjamin secara adil dan kemajuan negara juga dapat tercapai secara berkeadilan.  

Sebagai penutup, perlu dipertimbangkan beberapa pokok pikiran berikut. Peralihan arah studi administrasi publik dari monocentrism menuju polycentrism diikuti oleh pelemahan peran negara dalam pemerintahan. Ketika konsep government beralih menuju governance maka semakin nyata pula pengurangan peran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan menguatnya mekanisme pasar dan altruisme. Melemahnya peran negara ternyata membawa konsekuensi serius berupa menguatnya problema sosial masyarakat yang dapat membawa kemunduran bagi masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu dipikirkan kembali kemana arah perkembangan administrasi publik di masa depan? Ke arah penguatan negara ataukah terus mengarah pada pelemahan negara? Selain itu, perlu dipikirkan pula jika pilihannya pada penguatan negara maka arah manakah yang hendak dituju, apakah tetap dalam koridor society centered ataukah berbalik kembali pada state centered? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kiranya perlu dijawab oleh para akademisi administrasi publik di masa depan. 
C.
Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia
Tujuan reformasi  birokrasi dilandasi oleh 13 prinsip-prinsip penting. Prinsip-prinsip diharapkan dapat dipahami untuk meningkatkan kinerja pejabat publik terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip ini telah dituangkan dalam buku “Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia” yang diterbitkan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Sebagai salah satu bentuk Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang baik dan benar, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan, mencegah penyalagunaan wewenang, dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
a. Nilai-nilai luhur pelayanan publik

Dasar prilaku pejabat publik yang baik adalah pengabdian, niat untuk mengelola pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung dan mendorong pihak lain yang memberi pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan umum dilakukan dengan mewujudkan pelayanan publik yang baik. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (UU No.25/2009) menjadi landasan bagi peningkatan pelayanan pulik oleh para penyelenggara Negara di semua lini.

Undang-Undang pelayanan publik menetapkan dua belas asas. Namun, seperti halnya Undang-Undang lainnya, UU No.25 tahun 2009 belum mengatur secara lengkap bagaimana seharusnya penyelenggara pelayanan publik bertindak sesuai dengan asas-asas yang dimaksud. Juga belum diatur bagaimana para pejabat dan pegawai negeri akan berperilaku dan memotivasi diri untuk melayani.

Undang-Undang pelayanan publik, dengan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance), harus menjadi inspirasi untuk membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bebas dari KKN. Banyak orang yang sudah tahu asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tapi harus diakui, belum semua orang melaksanakan asas dan prinsip yang sudah diketahuinya. Banyak di antara penyelenggara pelayanan publik yang sudah memahami asas-asas pemerintahan yang baik, tapi mereka gagal memberikan pelayanan publik yang baik. Karena itu, para penyelenggara Negara, pejabat publik, pegawai negeri, dan setiap orang yang terkait harus didasari dengan pengabdian dalam melakukan pelayanan publik dn berkewajiban untuk menjabarkan prinsip dan asas pelayanan yang baik dalam bentuk rencana kerja yang rinci dan terukur. Rencana kerja dengan asas-asas tersebut dilaksanakan sehari-harinya oleh setiap unit pelayanan publik.


b. Rintangan sulit (Hard Choices)

Belajar dari rintangan sulit. Berbagai macam rintangan sulit yang dihadapi bangsa kita dalam pelayanan publik. Salah satu rintangan yang sering ditemui adalah adanya penolakan. Seringkali penolakan itu tidak terlihat, karena pihak-pihak yang menolak tidak menyatakan penolakannya secara langsung atau bahkan secara terbuka mereka menyatakan menerima dan mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi dalam kenyataannya, mereka tetap melaksanakan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang buruk. Penyebabnya adalah karena pihak-pihak tersebut “menikmati” tata kelola pemerintahan yang buruk. Mereka mendapatkan keuntungan dari keadaan yang tidak baik.

Di sisi lain, tidak jarang ditemui bahwa “rencana tata kelola pemerintahan yang baik” tidak disusun secara baik. Secara definisi disiapkan sebuah good governance plan, tetapi penyusunannya tidak lengkap dan tidak akurat sehingga tidak menjadi sebuah rencana yang baik, bahkan masih memberikan peluang bagi para pelaku korupsi untuk melancarkan aksinya.

Untuk mengatasi rintangan sulit ini, seluruh entitas publik diharapkan menerapkan ‘Open Government Partnership’, keterbukaan pemerintahan bagi publik. Masyarakat ikut mengatasi rintangan sulit. Dengan prinsip ‘Open Government Partnership’ (OGP), masyarakat ikut melaksanakan gerakan anti KKN, prinsip OGP akan menentukan kecepatan langkah dalam memerangi dan memenangkan perang melawan KKN.

c.
Manajemen perubahan

Reformasi birokrasi mulai dengan reformasi individu, dan membutuhkan dukungan pendongkrak perubahan yang mendorong orang lain untuk reformasi diri.

Manajemen perubahan adalah suatu proses perencanaan yang bertindak untuk memperbaiki sistem secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh sistem tersebut.

Perubahan suatu sistem dapat berlangsung dengan baik bila didukung oleh perubahan pola pikir orang yang mendukung dan menjalankan sistem dimaksud. Perubahan terhadap pola pikir orang yang mendukung dan menjalankan sistem dimaksud. Perubahan terhadap pola pikir orang, bukan sebatas pada mengubah perilaku saja, yang bisa jadi hanya sementara dan dalam bentuk kepura-puraan, tetapi perubahan cara pandang (mind set) seseorang yang dapat bertahan lama.

Mengubah pola pikir orang merupakan suatu proses yang panjang, hal itu memerlukan upaya yang kuat dan terus menerus dalam suatu proses yang disebut reformasi diri. 

Perubahan yang ingin dilakukan ini harus secara menyeluruh, mulai dari atas hingga ke bawah, dan tidak berakhir di situ, melainkan perubahan di bawah ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan yang membawa dampak kepada masyarakat adalah ketika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar.
d. Best value

Memberi nilai terbaik diwujudkan melalui pelayanan terbaik. Nilai terbaik adalah suatu kerangka kerja untuk memastikan bahwa unit-unit pemerintah yang memberi jasa pelayanan kepada masyarakat telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dan berfokus pada efisiensi dan good governance.  Kerangka kerja tersebut menghargai tingkat otonomi yang diberi kepada unit-unit kerja tersebut. Walaupun best value mengharuskan fungsinya diselenggarakan sebaik mungkin, best value tidak campur tangan dalam proses kerja.

Beberapa kelebihan best value dengan pendekatan kerangka sebagai berikut. Pertama, harapan dihubungkan langsung dengan efisiensi dan sekaligus “good governance”. Kedua, pendekatan best value diimplementasikan pada berbagai unit kerja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah meski kondisi masing-masing unit kerja tersebut berbeda-beda.

Ketiga, melalui pendekatan best value, ada suatu jalinan konsultasi kinerja yang interaktif di antara pihak yang melayani dan pihak yang dilayani sesuai dengan prinsip Open Government Partnership. Keempat, masyarakat atau komunitas yang dilayani oleh setiap unit penyelenggara layanan mendapatkan layanan publik dengan nilai terbaik (best value customes), karena pendekatan ini menekankan pada manfaat, bukan biaya. Kelima, akuntabilitas unit pelayanan akan meningkat. Best value membantu laporan akuntabilitas yang diinginkan masyarakat.

Keenam, pendekatan best value merangsang tumbuhnya ide-ide atau inovasi-inovasi yang berguna bagi pemberi layanan publik dan penerima layanan publiknya.

Untuk Indonesia, fokus utama adalah menerapkan keenam prinsip best value secara konsisten dalam setiap aspek manajemen publik. Karena itu, semua pejabat publik seharusnya memahami dan mengembangkan prinsip best value untuk meningkatkan pelayanan publik dengan prinsip nilai terbaik. Kemudian secara bertahap, prinsip best value diintegrasikan dalam ketentuan perundang-undangan.
e. 
Menteri sebagai pelayan publik

Menteri dan kementerian sebagai pelayan publik dan membantu pelayanan publik. Sebagaimana telah diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, memberikan pelayanan perlindungan serta pelayanan untuk mencerdaskan kehidupan maupun pelayanan dalam ikut pelaksanaan ketertiban dunia.

Termasuk tujuan penunjukan menteri untuk melayani masyarakat. Namun, faktanya banyak menteri yang tidak melaksanakan tugas tersebut secara langsung dengan melayani lembaga atau instansi/pemda di bidangnya masing-masing agar instansi tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

f. 
Perencanaan strategis individu

Pejabat senior wajib menyusun rencana strategis individu sebagai pejabat untuk melaksanakan rencana strategis lembaganya. Para menteri/pimpinan lembaga memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan perubahan pada tata kelola pemerintahan di kementerian/lembaga masing-masing supaya pemerintahan di masing-masing kementerian semakin efektif dan semakin efisien. Efektifitas dan efisiensi diukur dengan indicator yang ditentukan dalam rencana strategis dan rencana tahunan.

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan suatu rencana strategis perubahan. Inti dari rencana ini adalah rencana strategis individu setiap pejabat senior (pejabat eselon satu), tentang bagaimana ia akan menelola perubahan, dengan indikator keberhasilan yang terukur.

Indikator sukses para pejabat senior  dapat disusun setidaknya dalam empat bidang: (1) pengembangan loyalitas, (2) peningkatan efektivitas dan efisiensi, (3) cara kerja dengan pihak luar (eksternal), dan (4) cara kerja dengan pihak dalam (internal).
g. 
Aparatur professional

Aparatur professional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi. Menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah tidak dapat melaksanakan mandatnya tanpa dukungan aparatur yang tertata dengan baik. Untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat, menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah sebagai pejabat publik membutuhkan dukungan sistem manajemen aparatur Negara yang handal. Dalam sistem aparatur tersebut, selain unsure manajemennya, yang sangat penting adalah sistem pembinaan aparatur dan sistem pelaksanaan tugas aparatur.

Ada beberapa faktor yang sangat penting untuk diperhatikan untuk mendapatkan sistem manajemen aparatur professional, yaitu:

· Penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, termasuk pada saat pelaksanaan rekrutmen aparatur.

· Adanya suatu lembaga independen untuk memilih “aparatur senior” yaitu aparatur yang sekaliber “chief executive officer”

· Aparatur harus bebas dari kepentingan politik dan netral dalam menjalankan tugasnya.

· Aparatur wajib menaati dan melaksanakan etika pelayanan publik.

· Adanya pemisahan yang jelas tentang fungsi dan tugas antara pejabat publik yang dipiih angsung oleh rakyat denga pegawai aparatur Negara yang diangkat.

· Aparatur diangkat untuk melaksanakan tugas secara efisien dan efektif.

· Rancangan POK, dengan sasaran kinerja yang terukur.

· Aparatur sipil adalah para professional yang diangkat (direkrut), dipromosikan dan melaksanakan tugas dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang diterima luas (memenuhi kaidah-kaidah standar internasional).

· Penilaian kinerja pengawail Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan standar kompetensi, integritas dan moralitas harus berdasarkan ukuran yang jelas dan tidak ada celah untuk multi interpretasi dan subyektivitas.

· Sebagai pengawal professional, aparatur dibina dan diberi fasilitas untuk melaksanakan tugasnya secara professional.

h. 
Petunjuk operasi kegiatan

Ukuran pencapaian kinerja adalah petunjuk operasional kegiatan, seperti dasar penggunaan keuangan adalah DIPA/DPA. Dalam sistem peraturan perundang-undangan keuangan Negara, tugas dan fungsi dari unit kerja sering tidak berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban dan kinerja harus diintegrasikan dengan tugas dan fungsi, kemudian dikorelasikan dengan anggaran.

Kinerja kegiatan dalam APBN/APBD digunakan sebagai dasar pengendalian internal baik pemeriksaan maupun pengawasan. DIPA/DPA yang disiapkan oeh unit kerja, tidak hanya untuk mengatur pembukuan dan membatasi penggunaan inputs/anggaran, tetapi juga untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja tersebut.

Rancangan POK dengan sasaran kinerja yang terukur dijadikan dasar penyusunan DIPA/DPA sehingga DIPA/DPA mencerminkan kinerja organisasi yang disepakati dengan DPR/DPRD. Dengan perincian rencana kerja dalam POK, pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai entitas dapat lebih mudah dikendalikan dan diukur kinerjanya.
i.
Pelaksanaan reformasi birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan secara menyeluruh yang menghasilkan peningkatan manfaat yang besar untuk masyarakat. Setiap menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah berkewajiban untuk meningkatkan kinerja entitas yang dipimpinnya

Program reformasi birokrasi diintegrasikan dengan reformasi keuangan dan pelaksanaan otonomi sehingga menjadi satu kesatuan program. Fokus utama tetap pada peningkatan kinerja, peningkatan efisiensi, dan peningkatan pelayanan publik secara terus menerus pada semua aspek tersebut di atas.

Pelaksanaan reformasi yang mengintegrasikan bidang finansial, birokrasi, dan pelaksanaan otonomi dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab setiap menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk meningkatkan kinerja. Para pejabat tersebut harus memaksimalkan segala upaya untuk memastikan agar tujuan peningkatan pelayanan publik tercapai dengan baik dan benar.

j.
Analisa peraturan perundang-undangan

Dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh ada aturan ganda dan tidak membebani masyarakat selain yang diperlukan untuk menjamin hak perorangan dan mengatur kepentingan masyarakat luas. Road Map reformasi birokrasi mengatur adanya program pengaturan perundang-undangan pada tingkat kementerian/lembaga. Ini dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih dan disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kementerian dan lembaga, agar semua peraturan perundang-undangan dapat dinilai dan dievaluasi konsistensinya dengan kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional dan lokal.

Setiap bentuk peraturan perundang-undangan adalah alat kedaulatan masyarakat dan pihak yang merancangnya memikul beban moral yang berat untuk memastikan bahwa substansi peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan amanat masyarakat.

k.
Kemitraan (engaging partners)

Pemerintah tidak memikul reformasi sendiri, banyak mitra yang ikut serta untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Masyarakat mempunyai pengharapan akan layanan publik yang berkualitas dan layanan professional. Semua stakeholder berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dicapai melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Upaya perubahan terhadap birokrasi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dan tidak seharusnya dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sangat penting untuk melibatkan institusi akademis dan kaum professional dalam proses reformasi birokrasi demi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrat merangkul pihak akademis dan professional untuk turut serta dalam pencarian, pemilihan serta pengembangan anak-anak bangsa yang terbaik sebagai pelayan publik.

Jika reformasi birokrasi lahir atas dorongan masyarakat, meka pemerintah menyusun tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Bagi pemerintah sangat perlu untuk membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi birokrasi. Jika suara masyarakat didengar selama perancangan kebijakan umum, maka suara masyarakat juga harus didengar dalam usaha pemantauan dan pengawasan proses reformasi birokrasi. Semua komponen bangsa ikut untuk mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.
l.
Kemitraan politis

Reformasi birokrasi perlu dukungan politis untuk mendapatkan momentum dan resonansi yang besar. Ada beberapa alasan pokok perlunya dukungan politis yakni agar reformasi birokrasi dapat merasuk ke seluruh komponen bangsa, membawa ruh segar untuk meningkatkan pelayanan publik. Setiap komponen system politik adalh “mesin pendorong” bagi tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Seluruh system politik diajak untuk memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi.

Alasan utama perlunya dukungan politis adalah dalam perumusan kebijakan, penyusunan perundang-undangan dan penyusunan anggaran.

m.
Akuntabilitas 

Setiap orang dan setiap kelompok orang yang ditugaskan di sektor publik dan menggunakan keuangan Negara wajib membuktikan hasil kinerjanya, dan wajib patuh pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas mendorong demokrasi dan reformasi, baik secara individu maupun lembaga, menegakkan standar moral masyarakat di mana seseorang tidak bisa bertindak sesuka hati untuk mencapai tujuan. Pejabat publik sebagai pelayan yang baik, disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan rakyat dan mempertanggunjawabkan uang rakyat. Pemerintah tidak boleh bertindak sesukanya, tetapi berdasarkan aturan untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan perundang-undangan. Di sisi lain, masyarakat umum juga tidak dapat bertindak sesukanya. Masyarakat harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas publik memiliki hubungan dengan tanggung jawab profesi. Professional yang bekerja di pemerintahan harus mengetahui standar profesi dan kode etik profesinya masing-masing. Jika para professional gagal memenuhi standar profesinya atau jika mereka melanggar kode etik profesinya, mereka dikenakan sanksi pencabutan registrasi profesinya.

D.
Penutup
Kiranya Indonesia Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia untuk reformasi birokrasinya telah mendapatkan pelajaran penting dari OPA, NPM, dan NPS. Diantra tiga paradigm tersebut masing-masing digunakan secara silih berganti yang tertuang pada 13 prinsip reformasi birokrasi. Nilai-nilai luhur pelayanan publik masih harus belajar dari rintangan yang sulit yaitu korupsi sehingga masih membutuhkan peran OPA (campur tangan negara) dalam setiap tindakan. Demikian pula NPM pada konteks nilai terbaik untuk pelanggan, kemitraan dan manajemen perubahan. Sedangkan NPS menempatkan Menteri sebagai pelayan publik, ada perencanaan strategis individu, aparatur professional, petunjuk operasional kegiatan, pelaksanaan reformasi birokrasi, analisis peraturan perundang-undangan, dan akuntabilitas.
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